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putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor:43/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Brt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri  Jakarta  Barat  yang  memeriksa  dan  memutus

perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai

berikut dalam perkara permohonan:

YULIANA, OEI,  pemegang Kartu  Tanda Penduduk No.  3172014907820021,

beralamat di Taman Duta Mas Blok B V Nomor 10, Rukun Tetangga 002

Rukun  Warga  009,  Kelurahan  Wijaya  Kusuma,  Kecamatan  Grogol

Pertamburan, Jakarta Barat, pekerjaan Karyawan Swasta, dalam hal ini

memberi kuasa kepada S Yaohan Putera, S.H.dan Cinthia, S.H, Masing-

masing  adalah  Advokat  pada  YC  &  CO  LAW  OFFICE,  berkantor  di

Senayan Trade Center Lantai 4 No. 69, Jl. Asia Afrika Pintu IX, Gelora

Senayan,  Jakarta  Pusat  10270,  d  berdasarkan  Surat  Kuasa  Khusus

tertanggal 22 Desember 2020, yang telah didagftarkan dengan Nomor :

103/2021  tertanggal  14  Januari  2021  selanjutnya  disebut  sebagai

PEMOHON;  

 

Pengadilan Negeri Tersebut;

 T

elah  membaca  berkas  permohonan  dan  serta  surat-surat  yang

berhubungan dengan perkara ini ; 

 T

elah memeriksa bukti surat yang diajukan di persidangan;

 T

elah mendengar keterangan para saksi ;

 T

elah  mendengar  dan  memperhatikan  keterangan  pemohon  di

persidangan;  

Menimbang,  bahwa  Pemohon  dengan  Surat  Permohonannya

tertanggal  23 Februari  2021 dan telah terdaftar  di  Kepaniteraan Pengadilan

Negeri  Jakarta  Barat  dibawah  Register  Nomor:43/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Brt.

tertanggal   18  Januari  2021,  telah  mengajukan  permohonan  yang  pada

pokoknya sebagai berikut:
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1. B

ahwa pada tanggal 01 November 2014, melangsungkan perkawinan dengan

Hardianto, sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Perkawinan No.

3105405827/XI/14 tanggal 01 Nopember 2014 yang dibuat dan diterbitkan

Pusdiklat  Buddhis  Maitreyawira  (Bukti  P-1.a).  Perkawinan  tersebut  pula

dicatatkan  pada  Kantor  Pencatatan  Sipil  Provinsi  DKI  Jakarta  sesuai

dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 32/ I/PA/2015 tanggal 05 Maret

2015 (Bukti P-1.b);

2. B

ahwa dari Perkawinan tersebut telah melahirkan TERMOHON pada tanggal

29 Desember 2014. Kelahiran TERMOHON dicatat pada Kantor Pencatatan

Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat sebagaimana tertuang dalam Kutipan

Akta  Kelahiran  Nomor:  2690/KLU/00-JB/2015  tanggal  24  Februari  2015

(Bukti  P-2.a)  dan  tercatat  pada  Agenda  Pengesahan  Anak  Nomor:

48/PA/WNI/2015 tanggal 5 Maret 2015;

3. B

ahwa  selanjutnya  Hardianto  (Suami  PEMOHON),  PEMOHON  dan

TERMOHON tercatat  dalam buku  register  Dinas Kependudukan Provinsi

DKI Jakarta di alamat yang sama, sebagaimana dapat dilihat dalam Kartu

Keluarga (Bukti P-3);

4. B

ahwa pada tanggal 29 Juli 2020, Hardianto (Suami PEMOHON) meninggal

dunia karena sakit, Kematiannya dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil

Provinsi DKI Jakarta sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Kematian

Nomor: 3173-KM-18082020-0052 tanggal 28 Agustus 2020 (Bukti P-4);

5. B

ahwa Almarhum Suami PEMOHON selain meninggalkan PEMOHON dan

TERMOHON  juga  meninggalkan  harta  warisan  berupa:  tanah  dan

bangunan sebagaimana tertuang dalam Sertipikat Hak Milik Nomor:  719,

terdaftar  atas  nama  Erlina,  seluas  54  m2,  diuraikan  dalam  Surat  Ukur

Nomor:  11.142/1996  tanggal  08  Oktober  1996,  yang  terletak  di

Desa/Kelurahan Glugur Kota, Kecamatan Medan Barat, Kotamadya Medan,

Propinsi Sumatera Utara (“SHM No. 719”) (Bukti P-5);

6. B

ahwa  harta  warisan  tersebut  diatas,  diperoleh  dari  warisan  orang  tua

Almarhum  Suami  PEMOHON  berdasarkan  Hibah  Wasiat  Nomor  161
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tanggal 29 Januari 2011 yang pada intinya menerangkan Erlina membagi

SHM No. 719 dengan ketentuan sebagai berikut:

a. U

ntuk Ardjono sebesar 17%;

b. U

ntuk Hardianto sebesar 62%;

c. U

ntuk Liliani sebesar 4%;

d. U

ntuk Sugianto sebesar 17% (Bukti P-6).

7. B

ahwa  Hibah  wasiat  sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  point  6  telah

terdaftar  dalam database  Seksi  Daftar  Pusat  Wasiat  Subdirektorat  Harta

Peninggalan dan Kurator Negara, Direktorat Perdata Kementerian Hukum

dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  dengan  Nomor:  AHU.2-

AH.04.01-10 tertanggal 02 Januari 2021 (Bukti P-7).  dan Surat Keterangan

Waris  Erlina  kepada  Anak-anaknya  berdasarkan  Surat  Keterangan  Ahli

Waris Nomor: 02/SKAW/I/2021 tanggal 05 Januari 2021 yang menyatakan

pembagian  harta  Peninggalan  Erlina  sesuai  dengan  Akta  Hibah  Wasiat

nomor 161 tanggal 29 Januari 2011(Bukti P-8);

8. B

ahwa PEMOHON dan TERMOHON merupakan ahli  waris dari  Almarhum

Hardianto  berdasarkan  Akta  Keterangan  Waris  Nomor:

020/CY/KHW/XI/2020 tanggal 11 November 2020 dibuat dihadapan Notaris

Checilia Yuliarta, SH, M.Kn (Bukti P-9.a) dan terdaftar dalam database Seksi

Daftar Pusat Wasiat Subdirektorat Harta Peninggalan dan Kurator Negara,

Direktorat Perdata Nomor:  AHU.2-AH.04.01-10493 tanggal 07 November

2020 (Bukti P-9.b);

9. B

ahwa  saudara-saudara  kandung  Almarhum  Suami  PEMOHON  bersama-

sama  dengan  PEMOHON  bermaksud  akan  menjual  tanah  berserta

bangunan  yang  berdiri  diatas  SHM  No.719.  Dimana  sebagian  hasil

penjualan yang menjadi hak dari PEMOHON tersebut, dipergunakan untuk

biaya pendidikan anak PEMOHON (in casu TERMOHON);

10. B

ahwa oleh karena anak PEMOHON (in casu TERMOHON) masih di bawah

umur dan/atau belum dewasa yang menurut hukum belum mampu bertindak
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sendiri dimuka hukum, maka untuk melakukan perbuatan hukumnya harus

diwalikan,  oleh  karena  itu  akan  diwakilkan  oleh  PEMOHON  untuk

menandatangani  proses menjual  Tanah dan bangunan dengan SHM No.

719 sebagaimana diatur dalam Pasal 1330 Kitab Undang Hukum Perdata jo

Pasal 47 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  menentukan

“Anak yang belum mencapai  umur 18 (delapan belas)  tahun atau belum

pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya

selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.Orang tua mewakili anak

tersebut  mengenai  segala  perbuatan  hukum  didalam  dan  diluar

Pengadilan.”

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka kami mohon kepada Yang

Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa

dan  mengadili  serta  memutus  permohonan  perkara  a  quo  agar  kiranya

berkenan  mengeluarkan  Penetapan  yang  amarnya  berbunyi  sebagai

berikut:

1. M

engabulkan permohonan PEMOHON;

2. M

enetapkan  bahwa  PEMOHON  adalah  orang  tua  (ibu)  kandung  dan

sekaligus  wali  dari  anaknya  yang  masih  dibawah  umur  bernama:

RICHARD  JOSE  (TERMOHON),  lahir  di  Jakarta,  pada  tanggal  29

Desember 2014, umur 6 tahun;

3. M

emberikan  izin  kepada  PEMOHON  untuk  dan  atas  nama  serta

kepentingan hukum anak PEMOHON yang masih dibawah umur yang

bernama RICHARD JOSE (TERMOHON), lahir di Jakarta, pada tanggal

29  Desember  2014  untuk  menjual  harta  warisan  Almarhum  Suami

PEMOHON berupa:  Sertipikat  Hak  Milik  Nomor:  719,  seluas  54  m2,

diuraikan  dalam Surat  Ukur  Nomor:  11.142/1996  tanggal  08  Oktober

1996, yang terletak di Desa/Kelurahan Glugur Kota, Kecamatan Medan

Barat, Kotamadya Medan, Propinsi Sumatera Utara;

4. M

embebankan biaya perkara kepada PEMOHON menurut hukum;

Atau;
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Apabila Yang Mulia Majelis hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang

memeriksa,  mengadili  serta  memutus Permohonan a  quo  berpendapat  lain,

maka mohon Penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang,  bahwa  pada  hari  dan  tanggal  persidangan  yang  telah

ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  permohonannya,

Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. F

oto  copy Surat  keterangan  Perkawinan No.  3105405827/XI/14  tanggal  1

Nopember 2014, diberi tanda bukti surat P-1a; 

2. F

oto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 32/I/PA/2015 tanggal 05 Maret

2015, diberi tanda bukti surat P-1b;

3. F

oto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2690/KLU/00-JB/2015, tanggal 24

Februari 2015, diberi tanda bukti surat P-2.a; 

4. F

oto  copy  Catatan  Pinggir  Kutipan  Akta  Kelahiran  Nomor:  2690/KLU/00-

JB/2015 tanggal 24 Februari 2015, diberi tanda bukti surat P-2.b; 

5. F

oto Copy Kartu Keluarga, diberi tanda bukti surat P-3; 

6. F

oto copy Kutipan Akta Kematian Nomor: 3173-KM-18082020-0052 tanggal

28 Agustus 2020; diberi tanda bukti surat P-4; 

7. F

oto copy Sertipikat Hak Milik Nomor: 719, diberi tanda bukti surat P-5; 

8. F

oto copy Hibah Wasiat Nomor 161 tanggal 29 Januari 2011, diberi tanda

bukti surat P-6; 

9. F

oto  copy  Surat  Keputusan  Menteri  Hukum  dan  Ham  Nomor  AHU.2-

AH.04.01-10 tanggal 02 Januari 2021, diberi tanda bukti surat P-7; 

10. F

oto copy Surat keterangan ahli waris Nomor : 02/SKAW/2021, tanggal 05

Jauari 2021, diberi tanda bukti surat P-8; 
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11. F

oto copy Akta Keterangan Waris Nomor: 020/CY/KHW/XI/2020 tanggal 11

November 2020, diberi tanda bukti surat P-9.a; 

12. F

oto  copy  Surat  Keputusan  Menteri  Hukum  dan  Ham  Nomor:  AHU.2-

AH.04.01-10493 tanggal 07 November 2020; diberi tanda bukti surat P-9.b; 

13. F

oto copy Akta Pernyataan Nomor 6 Tanggal 11 November 2020, diberi tanda

bukti surat P-10; 

14. F

oto copy Surat Pernyataan Ahli  Waris dari  Erlina yang bernama Ardjono,

diberi tanda bukti surat P-11; 

15. F

oto copy Surat Pernyataan Ahli Waris dari Erlina yang bernama Liliani, diberi

tanda bukti surat P-12;

16. F

oto copy Surat Pernyataan Ahli Waris dari Erlina yang bernama Sugianto,

diberi tanda bukti surat P-13;

17. F

oto copy KTP atas nama Ardjono, diberi tanda bukti surat P-14; 

18. F

oto copy KTP atas nama Liliani, diberi tanda bukti surat P-15; 

19. F

oto copy KTP atas nama Sugianto, diberi tanda bukti surat P-16; 

Surat-surat  bukti  tersebut  setelah  dicocokan  ternyata  telah  sesuai  dengan

aslinnya, dan bukti  tersebut telah diberi  materai secukupnya sehingga dapat

dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Pemohon telah mengajukan 2 (dua)

orang saksi yang telah bersumpah / berjanji menurut tatacara agamanya yang

menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. WIRYADI GO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- B

ahwa Saksi  kenal  dengan  Pemohon  sebagai  keponakan  sedangkan

Pemohon adalah istri dari Keponakan saksi;

- B

ahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mengurus
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permasalahan  warisan  rumah  di  Medan  berbentuk  tanah  yang  ada

rumahnya;

- B

ahwa Pemilik rumah tersebut adalah orang tua dari Hardianto;

- B

ahwa suami  pemohon adalah Hardianto  yang menikah pada tanggal  01

Nopember  2014  secara  agama  Budha  yang  tertuang  dalam  surat

keterangan perkawinan No. 3105405827/XI/14 tanggal 01 Nopember 2014

dan  di  catatkan  pada  Kantor  catatan  Sipil  dengan  Kutipan  Perkawinan

Nomor 32/I/PA/2015, tanggal 05 Maret 2015;

- B

ahwa Pemohon memiliki  seorang  anak  yang  bernama RICHARD JOSE

yang  lahir  pada  tanggal  29  Desember  2014  berdarkan  Kutipan  Akta

Perkawinan Nomor : 2690/KLU/00-JB)2015, tanggal 24 Februari 2015;

- B

ahwa Hardianto sudah meninggal pada tanggal 29 Juli 2020 karena saksit

dan  tercatat  dalam  akta  kematian  Nomor:  3173-KM-18082020-00652,

tanggal 28 Agustus 2020;

- B

ahwa Hardianto ada meninggalkan warisan berupa tanah dan bangunan

sebagaimana tertuang dalam Sertifikat  Hak Milik  Nomor 719 atas nama

Erlina,  seluas  54  M  dalam  surat  ukur  Nomor  11.142/1996  tanggal  08

Oktober 1996, yang terleltak di  Desa/Kelurahan Glugur Kota Kecamatan

Medan barat Kotamadya Medan Propinsi Sumatra Utara (SHM No. 719);

- B

ahwa orangtua Hardianto bernama Erlina dan Sumarlie;

- B

ahwa Hardianto bersaudara empat orang yaitu : Arjono, Hardianto, Liliani

dan Sugianto;

- B

ahwa Arjono tinggal di Surabaya, Hardianto sudah meninggal, Liliani tinggal

di Batam dan Sugianti entah tinggal dimana;

- B

ahwa saksi tidak tahu kalau tanah tersebut akan dijual

Menimbang,  bahwa  atas  keterangan  saksi  1  tersebut  Pemohon

menyatakan tidak keberatan;

Saksi 2. BERNERD WIJAYA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: 
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- B

ahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai kakak kandung;

- B

ahwa suami  pemohon adalah  Hardianto  yang  menikah  pada  tanggal  01

Nopember  2014  secara  agama  Budha  yang  tertuang  dalam  surat

keterangan perkawinan No. 3105405827/XI/14 tanggal 01 Nopember 2014

dan  di  catatkan  pada  Kantor  catatan  Sipil  dengan  Kutipan  Perkawinan

Nomor 32/I/PA/2015, tanggal 05 Maret 2015;

- B

ahwa  Pemohon  memiliki  seorang  anak  yang  bernama  RICHARD  JOSE

yang  lahir  pada  tanggal  29  Desember  2014  berdarkan  Kutipan  Akta

Perkawinan Nomor : 2690/KLU/00-JB)2015, tanggal 24 Februari 2015;

- B

ahwa Hardianto sudah meninggal pada tanggal 29 Juli 2020 karena saksit

dan  tercatat  dalam  akta  kematian  Nomor  :  3173-KM-18082020-00652,

tanggal 28 Agustus 2020;

- B

ahwa Hardianto  ada meninggalkan warisan berupa tanah dan bangunan

sebagaimana  tertuang  dalam Sertifikat  Hak  Milik  Nomor  719  atas  nama

Erlina,  seluas  54  M  dalam  surat  ukur  Nomor  11.142/1996  tanggal  08

Oktober  1996,  yang terleltak  di  Desa/Kelurahan Glugur  Kota  Kecamatan

Medan barat Kotamadya Medan Propinsi Sumatra Utara (SHM No. 719);

- B

ahwa orangtua Hardianto bernama Erlina dan Sumarlie;

- B

ahwa Hardianto bersaudara empat orang yaitu : Arjono, Hardianto, Liliani

dan Sugianto;

- B

ahwa Arjono tinggal di Surabaya, Hardianto sudah meninggal, Liliani tinggal

di Batam dan Sugianti entah tinggal dimana;

- B

ahwa saksi tidak tahu kalau tanah tersebut akan dijual

Menimbang,  bahwa  atas  keterangan  saksi  2  tersebut  Pemohon

menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon merasa cukup mengajukan bukti berupa

surat surat dan saksi saksi dan selanjutnya  mohon penetapan;
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Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini,

maka segala sesuatu yang terjadi sebagaimana yang  tercatat dalam  berita

acara persidangan dianggap tercantum dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dari  permohonan  Pemohon  adalah

sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang,  bahwa  Pemohon  guna  memperkuat  dalil-dalil

permohonannya telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti P-1

sampai dengan P-19 dan 2 (dua) orang saksi; 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti-bukti  surat  dan  keterangan

saksi-saksi,  diterangkan  bahwa  Pemohon  telah  melangsungkan  perkawinan

dengan Hardianto, sesuai bukti surat P-1.a dan P-1.b, dari perkawinan tersebut

telah  lahir  Termohon  pada  tanggal  29  Desember  2014,  sesuai  bukti  P-2.a,

kemudian  Hardianto  (Suami  Pemohon),  Pemohon  dan  Termohon  tercatat

dalam buku register Dinas Kependudukan Provinsi DKI Jakarta di alamat yang

sama, sesuai bukti surat P-3;

Menimbang,  bahwa  pada  tanggal  29  Juli  2020,  Hardianto  (Suami

Pemohon) meninggal dunia karena sakit, kematiannya dicatatkan pada Kantor

Pencatatan  Sipil  Provinsi  DKI  Jakarta  sebagaimana  bukti  surat  P-4,  selain

meninggalkan Pemohon dan Termohon,  suami Pemohon juga meninggalkan

harta  warisan  berupa:  tanah  dan  bangunan  sebagaimana  tertuang  dalam

Sertipikat  Hak Milik  Nomor:  719,  terdaftar  atas  nama Erlina,  seluas 54 m2,

sesuai bukti surat P-5 yang diperoleh dari warisan orang tua Almarhum Suami

Pemohon berdasarkan Hibah Wasiat Nomor 161 tanggal 29 Januari 2011 yang

pada intinya menerangkan Erlina membagi  SHM No. 719 dengan ketentuan

sebagaimana bukti surat P-6, yang telah terdaftar dalam database Seksi Daftar

Pusat Wasiat Subdirektorat Harta Peninggalan dan Kurator Negara, Direktorat

Perdata  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia

sesuai  bukti  surat  P-7  dan  Surat  Keterangan  Waris  Erlina  kepada  Anak-

anaknya sesuai bukti P-8;

Menimbang,  bahwa  dengan  demikian  Pemohon  dan  Termohon

merupakan ahli waris dari Almarhum Hardianto berdasarkan Akta Keterangan

Waris sesuai bukti surat P-9.a dan terdaftar dalam database Seksi Daftar Pusat

Wasiat  Subdirektorat  Harta  Peninggalan  dan  Kurator  Negara,  Direktorat

Perdata sesuai bukti surat P-9.b;
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Menimbang,  bahwa  saudara-saudara  kandung  Almarhum  Suami

Pemohon bersama-sama dengan  Pemohon bermaksud  akan  menjual  tanah

berserta bangunan yang berdiri  diatas SHM No.719. Dimana sebagian hasil

penjualan yang menjadi hak dari Pemohon tersebut, dipergunakan untuk biaya

pendidikan anak Pemohon (in casu Termohon);

Menimbang,  bahwa oleh karena anak Pemohon (in  casu Termohon)

masih di  bawah umur  dan/atau belum dewasa yang menurut  hukum belum

mampu bertindak  sendiri  dimuka  hukum,  maka  untuk  melakukan  perbuatan

hukumnya harus diwalikan oleh Pemohon, berdasarkan uraian tersebut diatas

Pemohon  memohon  kepada  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Barat  untuk

menetapkan  bahwa  Pemohon  adalah  merupakan  Wali  dari  Anak  Pemohon

yang  bernama  RICHARD  JOSE,  untuk  kepentingan  tersebut   terlebih  dulu

harus mendapat ijin /penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang:

Menimbang,  bahwa  yang  dipertimbangkan  disini  adalah  tentang

perwalian dari Pemohon terhadap anaknya yang bernama RICHARD JOSE;

Menimbang, bahwa Pasal 345 KUH Perdata menyatakan :

”Apabila  salah satu dari  kedua orang tua meninggal  dunia,  maka perwalian

terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa,  demi  hukum dipangku oleh

orang tua yang hidup terlama, sekadar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat

dari kekuasaan orang tuanya.”

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keterangan  saksi-saksi  dinyatakan

bahwa  anak  tersebut  masih  dibawah  umur  sesuai  ketentuan  peraturan

perundangan dan sesuai  bukti  surat P-2.a, P-2.b, maka sudah barang tentu

sesuai dengan ketentuan Pasal 345 KUH Perdata menyatakan:

” Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian

terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa,  demi  hukum dipangku oleh

orang tua yang hidup terlama, sekadar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat

dari kekuasaan orang tuanya.”;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah sebagai  orang yang sehat dan

juga tidak dibebaskan atau dipecat kekuasaannya sebagai orangtua, sehingga

dengan  demikian  Hakim  berpendapat  terhadap  Pemohon  dapat  ditetapkan

sebagai wali bagi anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa Pasa1383 (1) KUH Perdata juga menyebutkan :

“… pun ia harus mewakilinya dalam segala tindakan-tindakan perdata.” selain

itu pula “Tujuan perwalian adalah untuk mewakili subyek hukum yang tidak atau

belum cakap hukum dalam melakukan perbuatan hukum,  dimana perwalian

untuk mewakili anak.”;
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Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 2 ini dengan pula

memenuhi syarat-syarat yang di tetapkan oleh undang-undang, munurut Hakim

patut dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  petitum  angka  2  dikabulkan  maka

kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya

sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan pasal 345 dan 1383 (1) KUHPerdata serta

pasal-pasal  lain  dari  peraturan perundang-undangan yang berkaitan  dengan

perkara ini;

M E N E T A P K A N:

1. M

enerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. M

enetapkan Pemohon  YULIANA, OEI sebagai wali  untuk anak Pemohon

yang bernama RICHARD JOSE;

3. M

emberi  izin  kepada  Pemohon  untuk  dan  atas  nama  serta  kepentingan

hukum anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama RICHARD

JOSE (Termohon), lahir di Jakarta, pada tanggal 29 Desember 2014 untuk

menjual harta warisan Almarhum Suami PEMOHON berupa: Sertipikat Hak

Milik  Nomor:  719,  seluas  54  m2,  diuraikan  dalam  Surat  Ukur  Nomor:

11.142/1996  tanggal  08  Oktober  1996,  yang  terletak  di  Desa/Kelurahan

Glugur  Kota,  Kecamatan  Medan  Barat,  Kotamadya  Medan,  Propinsi

Sumatera Utara;

4. M

embebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini  kepada Pemohon

sejumlah  Rp 360.000,00 ( tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin , tanggal 5 April   2021, oleh

kami  Iwan Wardhana,  S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat,

penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka

untuk umum melalui video teleconference oleh Hakim tersebut, dengan dibantu

oleh  Jerli  Septriana  S,SH.MH. Panitera  Pengganti  pada  Pengadilan  Negeri

Jakarta Barat dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,                                               Hakim,
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          Jerli Septriana S, S.H., M.H.                           Iwan Wardhana, S.H.

Biaya Perkara :
- PNBP : Rp.  30.000,-
- Biaya proses : Rp.150.000,-
- Biaya Panggilan : Rp.150.000,-
- Redaksi : Rp.  20.000,-
- Materai                        : Rp.  10.000,-   +
J u m l a h : Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah)
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